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Abstract
This article examines legal certainty and legal protection for victims of defamation committed through
electronic media in Indonesia. The study is motivated by the rapid expansion of social media use, the
high frequency of online defamation cases, and the continuing controversy over the use of Article 27
paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law. Using normative juridical research
with statutory and conceptual approaches, the article analyzes the relationship between the Criminal
Code, the Electronic Information and Transactions Law, and broader constitutional guarantees of legal
certainty and protection of dignity. The study finds that the existing framework formally provides
a legal basis for addressing online defamation, but its implementation still raises concerns of over-
criminalization, inconsistent interpretation, and weak protection for victims and freedom of expression
at the same time. The article argues that legal certainty requires clearer interpretive limits, while
legal protection for victims requires balanced enforcement that safeguards reputation without turning
criminal law into a tool of disproportionate repression.
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Abstrak
Artikel ini mengkaji kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pence-
maran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik di Indonesia. Kajian ini berangkat
dari pesatnya penggunaan media sosial, tingginya perkara pencemaran nama baik di ruang dig-
ital, serta terus munculnya perdebatan mengenai penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui
pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menganalisis hubungan antara Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta jam-
inan konstitusional atas kepastian hukum dan perlindungan martabat. Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa kerangka hukum yang adamemang telahmenyediakan dasar normatif untukmenin-
dak pencemaran nama baik daring, tetapi penerapannya masih memunculkan persoalan kriminal-
isasi berlebihan, perbedaan tafsir, dan belum seimbangnya perlindungan terhadap korban maupun
kebebasan berekspresi. Artikel ini berpendapat bahwa kepastian hukum memerlukan batas tafsir
yang lebih jelas, sedangkan perlindungan hukum bagi korban memerlukan penegakan yang se-
imbang agar kehormatan terlindungi tanpa menjadikan hukum pidana sebagai alat represi yang
berlebihan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Pencemaran Nama Baik; Media Elektronik; Perlindungan Korban;
Undang-Undang ITE
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1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara
mendasar. Media sosial memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat, kritik, dan
informasi secara cepat kepada khalayak luas. Di sisi lain, keterbukaan ruang digital juga
meningkatkan potensi penyalahgunaan, termasuk tindakan yang menyerang nama baik
dan kehormatan orang lain melalui unggahan, komentar, gambar, maupun distribusi doku-
men elektronik.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik melalui media
elektronik menjadi isu yang sensitif karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-
sama penting. Di satu sisi, negara wajib melindungi kehormatan dan reputasi warga ne-
gara dari serangan yang merugikan. Di sisi lain, negara juga harus menjaga agar pene-
gakan hukum tidak berkembang menjadi kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan
berekspresi. Ketegangan inilah yang membuat pengaturan tindak pidana pencemaran
nama baik dalam ruang digital terus diperdebatkan.

Sumber artikel menunjukkan bahwa persoalan ini semakin relevan karena peng-
gunaan internet dan media sosial di Indonesia terus meningkat. Dalam situasi demikian,
potensi tersebarnya informasi yang bersifat menghina, merendahkan, atau memfitnah
juga makin besar. Oleh sebab itu, keberadaan aturan hukum yang jelas diperlukan agar
masyarakat mengetahui batas perilaku yang diperbolehkan, penegak hukum memiliki pe-
doman yang pasti, dan korban memperoleh perlindungan yang efektif.

Pengaturan utama yang sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal
45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melengkapi pengaturan
penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Namun, dalam praktik, norma tersebut sering dipersoalkan karena rumusannya dianggap
membuka ruang tafsir yang luas. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kepastian hukum
dan perlindungan hukum bagi korban dalam perkara pencemaran nama baik melalui
media elektronik tetap penting untuk dilakukan.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana kepastian
hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media
elektronik. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
pencemaran nama baik melalui media elektronik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas
peraturan perundang-undangan yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik,
khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyeleng-
garaan sistem elektronik.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang
membahas delik penghinaan, kebebasan berekspresi, perlindungan korban, dan kebijakan
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kriminal di ruang siber. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif
untuk menilai hubungan antara norma, tujuan perlindungan hukum, dan problem
penerapannya dalam praktik.

4. Pembahasan

4.1 Karakter Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Ruang Elektronik

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan perbuatan menyerang kehormatan
atau reputasi seseorang dengan menyebarkan tuduhan, pernyataan, atau muatan tertentu
kepada pihak lain. Dalam lingkungan elektronik, karakter delik ini memiliki kekhasan
tersendiri. Pertama, perbuatannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Kedua, objek yang disebarkan berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
Ketiga, distribusi muatan tersebut dapat berlangsung sangat cepat dan menjangkau
publik yang luas. Keempat, akibat yang ditimbulkan sering kali lebih berat karena jejak
digital mudah direplikasi dan sulit dikendalikan kembali.

Sumber artikel juga menekankan bahwa delik pencemaran nama baik melalui me-
dia elektronik dapat dikenali dari adanya penggunaan sarana digital, distribusi melalui
jaringan, dan tujuan untuk menyerang kehormatan seseorang. Dengan demikian, pemba-
hasan delik ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan cyber crime, sebab sarana elek-
tronik bukan sekadar medium netral, melainkan faktor yang memperluas dampak keru-
gian terhadap korban.

Dalam praktik, persoalan seringmuncul ketika identitas pihak yang dianggap dice-
markan tidak disebut secara eksplisit atau ketika konten yang dipermasalahkan masih da-
pat ditafsirkan sebagai kritik, opini, atau ekspresi yang sah. Di sinilah batas antara perlin-
dungan kehormatan dan perlindungan kebebasan berekspresi menjadi titik krusial. Oleh
karena itu, penegakan hukum membutuhkan standar penafsiran yang hati-hati dan tidak
semata-mata bertumpu pada reaksi subjektif pelapor.

4.2 Kepastian Hukum dalam Pengaturan Delik Pencemaran Nama Baik

Kepastian hukum menghendaki agar suatu norma dirumuskan secara jelas, dapat dipa-
hami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dari sudut formal, Indonesia telah memiliki
dasar hukum untuk menindak pencemaran nama baik melalui ketentuan dalam KUHP
dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimaksud-
kan untuk memberikan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan
penegakan hukum.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE secara umummelarang setiap orang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses-
nya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik. Secara normatif, ketentuan ini menyediakan dasar legal untuk
menjerat pelaku yang menyerang nama baik orang lain di media sosial, platform digital,
atau saluran komunikasi elektronik lainnya.

Meski demikian, sumber artikel memperlihatkan bahwa persoalan kepastian
hukum tidak selesai hanya dengan adanya norma tertulis. Rumusan yang terlalu luas
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dapat menimbulkan variasi penafsiran, terutama mengenai unsur “muatan penghinaan”,
batas antara kritik dan pencemaran, serta ukuran kerugian kehormatan yang dapat dipi-
dana. Ketika batas-batas itu tidak dijelaskan secara memadai, penegakan hukum berisiko
menjadi tidak seragam dan rentan digunakan secara berlebihan.

Karena itu, kepastian hukum dalam perkara pencemaran nama baik elektronik
harus dibangun pada dua lapis. Lapis pertama adalah legalitas formal berupa keberadaan
aturan perundang-undangan. Lapis kedua adalah kepastian interpretatif berupa pemba-
caan yang konsisten oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tanpa lapis kedua, ke-
beradaan undang-undang justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru dalam praktik.

4.3 Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik melalui media elektronik meru-
pakan konsekuensi dari kewajiban negara untuk melindungi kehormatan, martabat, dan
rasa aman warga negara. Serangan terhadap reputasi seseorang di ruang digital tidak
hanya menimbulkan penderitaan moral, tetapi juga dapat berdampak pada relasi sosial,
pekerjaan, usaha, dan akses korban terhadap kehidupan publik.

Dalam pengertian tersebut, korban berhak memperoleh mekanisme hukum yang
efektif untuk menghentikan penyebaran muatan yang merugikan, memulihkan nama
baiknya, dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Sumber artikel menegaskan bahwa
perlindungan hukum sangat terkait dengan tujuan hukum untuk menghadirkan keadilan.
Karena itu, perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada pemidanaan simbolik,
tetapi juga harus mencakup penanganan perkara yang cermat dan tidak memperpanjang
kerugian korban.

Namun demikian, perlindungan hukum yang baik tidak identik dengan penggu-
naan pidana secara otomatis dalam setiap sengketa ekspresi digital. Delik pencemaran
nama baik mempunyai kedekatan dengan sengketa kehormatan yang dalam beberapa
keadaan juga dapat diselesaikan melalui instrumen perdata atau hak jawab. Jika semua
perselisihan ekspresi langsung dibawa ke ranah pidana, maka perlindungan hukum ter-
hadap korban justru dapat kehilangan proporsinya karena hukum pidana digunakan seba-
gai respons pertama, bukan terakhir.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban perlu dipahami secara
seimbang. Negara harus tetap menyediakan ancaman pidana terhadap perbuatan yang
sungguh-sungguh menyerang kehormatan dan menimbulkan kerugian serius, tetapi pada
saat yang sama harus memastikan bahwa aparat penegak hukum memilah secara cermat
perkara yang benar-benar layak dipidana dan perkara yang lebih tepat dipulihkan melalui
mekanisme lain.

4.4 Tantangan Penerapan dan Arah Pembaruan

Sumber artikel mencatat bahwa pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE
telah lama menuai kritik. Sebagian kritik berangkat dari pandangan bahwa kriminalisasi
yang terlalu luas dapat menghambat kebebasan berpendapat dan menimbulkan rasa takut
di masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan perlindungan terhadap korban tetap nyata karena
serangan reputasi di ruang digital dapat menyebar sangat cepat dan sulit dipulihkan.

Dalam kerangka itu, pembaruan hukum tidak harus selalu berarti menghapus
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seluruh mekanisme pidana, tetapi dapat ditempuh dengan memperjelas batas unsur de-
lik, mempertegas syarat kerugian yang serius, dan mendorong penggunaan instrumen
non-pidana untuk perkara yang bersifat ringan atau lebih dekat dengan sengketa perdata.
Dengan cara ini, hukum tetap melindungi kehormatan warga negara tanpa kehilangan
proporsionalitas.

Selain pembaruan norma, pendidikan publik juga penting. Meningkatnya peng-
gunaan media sosial tanpa diimbangi literasi digital akan terus memproduksi sengketa
baru. Karena itu, perlindungan hukum harus dibaca dalam arti luas, yakni bukan hanya
penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pencegahan melalui edukasi mengenai etika ko-
munikasi digital, verifikasi informasi, dan tanggung jawab dalam menggunakan platform
elektronik.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kepastian hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui me-
dia elektronik pada dasarnya telah disediakan melalui KUHP dan Undang-Undang Infor-
masi dan Transaksi Elektronik. Namun, kepastian tersebut belum sepenuhnya optimal
karena rumusan norma masih membuka ruang tafsir yang luas dan berpotensi menim-
bulkan penerapan yang tidak seragam.

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media elek-
tronik merupakan hak yang harus dipenuhi negara. Perlindungan tersebut tidak hanya
berupa kemungkinan pemidanaan pelaku, tetapi juga menuntut penegakan hukum yang
proporsional, akurat, dan tetap menghormati kebebasan berekspresi. Dengan demikian,
penguatan interpretasi norma, pembaruan pengaturan, dan peningkatan literasi digital
menjadi unsur penting agar perlindungan terhadap kehormatan dapat berjalan seiring
dengan prinsip negara hukum demokratis.

5.2 Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas batas penerapan pasal
pencemaran nama baik dalam ruang digital agar tidak menimbulkan multitafsir. Aparat
penegak hukum juga perlu mengedepankan pendekatan yang proporsional dengan memi-
lah perkara yang sungguh-sungguh layak dipidana dan perkara yang lebih tepat dip-
ulihkan melalui mekanisme non-pidana. Di samping itu, peningkatan literasi digital
masyarakat perlu terus diperkuat untuk mencegah lahirnya sengketa kehormatan di ru-
ang elektronik.
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